
 

 

 

 
 

WALI KOTA JAMBI 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN DEARAH KOTA JAMBI 

NOMOR 2 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA JAMBI 

 

 

Menimbang :    a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa 

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah  
Kota Jambi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi  
Tahun Anggaran 2024. 

 
Mengingat :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota 
Jambi Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 16); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6906); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 540); 

https://jdih.jambikota.go.id/


- 4 - 

 

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14); 

24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2023 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Jambi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota 

Jambi Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 

5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 07). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI 

dan 

WALI KOTA JAMBI 

 

            MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG  PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024 

 

 

Pasal 1 

 

(1) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2024 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kota Jambi Tahun 2024. 

 

(2) Laporan Keuangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Laporan realisasi anggaran; 

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. Laporan operasional; 

d. Laporan perubahan ekuitas; 

e. Neraca; 

f. Laporan arus kas; dan 

g. Catatan atas laporan keuangan.  

 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

laporan kinerja. 

https://jdih.jambikota.go.id/


- 5 - 

 

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id 

Pasal 2 

 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun 

anggaran 2024 sebagai berikut: 
 

 

Pasal 3 
 

Uraian laporan realisasi anggaran  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 

berikut: 
 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan 
sejumlah 

dengan rincian sebagai berikut: 

Rp.       Rp. 121.352.351.016,12 

b. 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.886.534.704.938,00 

 2. Realisasi Rp. 1.765.182.353.921,88 

c.  Selisih lebih/(kurang) Rp. 121.352.351.016,12 

     

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan 
transfer sejumlah 

dengan rincian sebagai berikut: 

Rp. 128.334.531.664,29 

 1. Anggaran belanja dan transfer setelah 

perubahan 

Rp. 1.928.586.899.927,00 

 2. Realisasi Rp. 1.800.252.368.262,71 

  Selisih lebih/(kurang) Rp.   128.334.531.664,29 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit 

sejumlah 

dengan rincian sebagai berikut: 

Rp. 6.982.180.648,17 

 1. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 42.052.194.989,00) 

 2. Realisasi (Rp. 35.070.014.340,83) 

  Selisih lebih/(kurang) Rp. 6.982.180.648,17 

     
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan 

pembiayaan sejumlah 
dengan rincian sebagai berikut: 

(Rp. 472.865.149,66) 

 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah 
perubahan 

Rp. 52.052.194.989,00 

 2. Realisasi Rp. 52.525.060.138,66 

  Selisih lebih/(kurang) (Rp. 472.865.149,66) 

a. Pendapatan Rp. 1.765.182.353.921,88 

b. Belanja dan Transfer Rp. 1.800.252.368.262,71 

     Surplus/defisit (Rp. 35.070.014.340,83) 

c. Pembiayaan   

 - Penerimaan Rp. 52.525.060.138,66 

 - Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00 

     Pembiayaan Netto Rp. 47.525.060.138,66 
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e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 

pembiayaan sejumlah 

dengan rincian sebagai berikut: 

Rp. 5.000.000.000,00 

 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah 

perubahan 
Rp. 10.000.000.000,00 

 2. Realisasi Rp. 5.000.000.000,00 

  Selisih lebih/(kurang) Rp. 5.000.000.000,00 

     

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto 

sejumlah 

dengan rincian sebagai berikut: 

(Rp. 5.472.865.149,66) 

 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 42.052.194.989,00 

 2. Realisasi Rp. 47.525.060.138,66 

  Selisih lebih/(kurang) (Rp. 5.472.865.149,66) 

 

Pasal 4 
 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai 
berikut: 

 

a. Saldo anggaran lebih awal Rp. 52.052.194.988,66 

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan 

tahun berjalan 
Rp. 52.525.060.138,66 

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 

(SiLPA/SiKPA) 
Rp. 12.455.045.797,83 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp. 472.865.150,00) 

e. Lain-lain Rp. 0,00 

f. Saldo anggaran lebih akhir Rp. 12.455.045.797,83 

 
 

Pasal 5 
 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun 

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: 
 

a. Kegiatan operasional Rp. 199.798.409.319,60 

 1. Pendapatan Rp. 1.913.084.421.564,64 

 2. Beban Rp. 1.713.286.012.245,04 

  Surplus/defisit dari kegiatan Operasional Rp. 199.798.409.319,60 

     

b. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp. 5.286.680.439,01 

 1. Surplus non operasional Rp. 21.303.085.130,58 

 2. Defisit non operasional (Rp. 16.016.404.691,57) 

  Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp. 5.286.680.439,01 

  Surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp. 205.085.089.758,61 
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c. Pos luar biasa Rp. 0,00 

 1. Pendapatan luar biasa Rp. 0,00 

 2. Beban luar biasa Rp. 590.157.659,00 

  Pos luar biasa (Rp. 590.157.659,00) 

  Surplus/defisit laporan operasional Rp. 204.494.932.099,61 

 

Pasal 6 
 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: 

 

a. Ekuitas awal Rp. 4.768.500.569.050,34 

b. Surplus defisit (LO) Rp. 204.494.932.099,61 

c. Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan 

mendasar 
Rp. 244.291.346.904,14 

d. Lain-lain Rp. 0,00 

e. Ekuitas akhir Rp. 5.217.286.848.054,09 

 

Pasal 7 
 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf  e per  31 Desember tahun 
2024 sebagai berikut: 

 

a. Jumlah aset Rp. 5.253.009.937.733,09 

b. Jumlah kewajiban Rp. 35.723.089.679,00 

c. Jumlah ekuitas Rp. 5.217.286.848.054,09 

 

Pasal 8 
 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang 
berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut: 

 

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024 Rp. 52.052.194.988,66 

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 370.431.555.762,77 

c. Arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 410.501.570.103,60) 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00 

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 0,00 

f. Koreksi saldo kas tahun sebelumnya Rp. 472.865.150,00 

g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 Rp. 12.455.045.797,83 

 

Pasal 9 

 
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g 

memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan. 
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Pasal 10 

 
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 

ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

 Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah  

dan organisasi; 

 Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan Menurut 

Kelompok dan Jenis pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut urusan  pemerintahan daerah, 

organisasi, program, dan kegiatan dan sub kegiatan, 
kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi  realisasi belanja menurut urusan 

pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan 

sub kegiatan; 

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. Lampiran III : Laporan operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan arus kas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana 

bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum di selesaikan sampai 
akhir tahun anggaran 2024 dan di anggarkan kembali 

dalam tahun anggaran berikutnya; 

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ 

Perusahaan Daerah, Terdiri atas; 

 Lampiran XX.I : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik 

Daerah/ Perusahaan Daerah; dan 

 Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan 
Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah. 
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Pasal  11 

 
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 

memuat Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 

Pasal 12 
 

Wali Kota menetapkan peraturan Wali Kota tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  

 

Pasal 13 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi. 

 
 

Ditetapkan di Jambi 

pada tanggal  15  Agustus 2025 
 

WALI KOTA JAMBI, 
 

ttd. 
 

MAULANA 

 
Diundangkan di Jambi 

pada tanggal  15  Agustus 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, 
 
ttd. 

 
A. RIDWAN 

 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 2 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI (2-24/2025) 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

SETDA KOTA JAMBI, 
 

 
Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H 

Jaksa Madya (IV/a) 
NIP. 198609132008121001 
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